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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  45 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 

2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah 

Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Daerah, diperlukan pengaturan mengenai 

penatausahaan penerimaan dari jenis retribusi 

daerah tertentu yang tidak memiliki bendahara 

penerimaan dalam pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 

2018.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 59); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 

2018 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 72). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 2 TAHUN 

2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 

2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran I BAB IV huruf C, setelah angka 3, ditambah satu angka 

yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3a. Penatausahaan Penerimaan yang tidak mempunyai Bendahara 

Penerimaan 

a. Penatausahaan 

1) pemungut RPKD adalah perangkat daerah yang berkaitan 

sekaligus mendata, mendaftarkan dan membuat SKRD 

(Surat Ketetapan Retribusi Daerah); 

2) pencatatan pembukuan dilakukan oleh BUD selaku 

Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah. 

b. Mekanisme Pembayaran 

1) pembayaran oleh Wajib Retribusi melalui Bank langsung ke 

rekening RKUD; 



- 5 - 

 

2) wajib Retribusi menyerahkan tindasan tanda bukti setoran 

ke perangkat daerah yang bersangkutan; 

3) perangkat daerah yang bersangkutan menyerahkan tindasan 

ke Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah. 

2. Lampiran I BAB VI huruf A angka 9 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 
Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 31 Oktober 2018   
 

GUBERNUR BANTEN, 

 
ttd 

 
WAHIDIN HALIM 

 

 
Diundangkan di Serang 

pada tanggal 31 Oktober 2018  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 

 
ttd 

 

INO S. RAWITA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 45 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BIRO HUKUM 

 
 ttd 
 

 AGUS MINTONO, SH.M.Si 
 Pembina Tk I 

 NIP. 19680805 199803 1 010 
 

 

 

 


